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Abstract 
Purpose: This scientific article aims to demonstrate the positive 

impact of public relations in providing and disseminating 

information to the general public, resulting in increased income for 

the region. This paper discusses the concept of Government Public 

Relations as a means of optimizing the distribution of public 

services. Specifically, the focus is on the communication and 

transmission of information to the wider population. This paper 

examines the potential impact of government public relations on 

increasing tax compliance awareness among the public in Batam 

City. The analysis explores strategies for enhancing public 

awareness of tax obligations. This text discusses the concept of tax 

as a mandatory contribution by citizens that is crucial for generating 

revenue for the state. The management of taxes is considered to be 

of utmost importance due to its potential within a structured 

framework.  

Methodology: This scholarly article employs qualitative and 

descriptive analysis techniques to analyze and observe pre-existing 

data.  

Result: From the research conducted, it is found that there is a 

significant increase in public awareness of paying taxes in Batam 

City, yet some community groups are still not aware of the need to 

pay taxes. 

Keywords: community awareness, government public relation, 

taxes 
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1. Pendahuluan 
Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan 

dan pembangunan di suatu negara (Sihombing & Alestriana, 2020). Kesadaran masyarakat dalam 

membayar pajak memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan 

suatu negara (Angellia et al., 2021). Namun, di Indonesia, terdapat tantangan dalam meningkatkan 

kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, termasuk di Kota Batam. Kota Batam merupakan salah 

satu kota di Indonesia yang memiliki potensi besar dalam sektor industri dan perdagangan (Zeinudin, 

2016). Namun, masih banyak masyarakat di Kota Batam yang belum memahami pentingnya membayar 

pajak (Prakoso et al., 2019). Masalah ini dapat menghambat potensi pembangunan Kota Batam jika 

tidak segera ditangani. Oleh karena itu, peran Humas (Hubungan Masyarakat) Pemerintah Kota Batam 

menjadi sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.  Sistem 

perpajakan Indonesia dicirikan oleh hierarki sumber hukum yang terdefinisi dengan baik, yang 

mencakup UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan instrumen 
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hukum terkait lainnya. Struktur hierarkis ini memainkan peran penting dalam membentuk rezim pajak 

negara dan memastikan implementasinya yang efektif. Kepatuhan terhadap hierarki yang ketat 

merupakan aspek mendasar dari banyak sistem organisasi (Alfaruqi et al., 2019). Dalam sistem seperti 

itu, peraturan dan regulasi dibuat di berbagai tingkatan, dengan peraturan di tingkat yang lebih tinggi 

lebih diutamakan daripada peraturan di tingkat yang lebih rendah. Struktur hirarkis ini memastikan 

bahwa aturan di tingkat yang lebih rendah tidak bertentangan atau merusak aturan di tingkat yang lebih 

tinggi, sehingga menjaga konsistensi dan keteraturan dalam organisasi. Topik pajak berkaitan dengan 

masalah moneter (R & Agusti, 2019). Masalah penganggaran pemerintah, khususnya yang berkaitan 

dengan pajak dan kontribusi wajib lainnya untuk kepentingan pemerintah, diatur dalam Pasal 23A UUD 

1945. Ketentuan konstitusional ini menetapkan kerangka hukum untuk pengaturan masalah keuangan 

tersebut. Konsep pajak merupakan aspek fundamental dari keuangan negara yang dimanfaatkan untuk 

kemajuan masyarakat.  

 

Pajak memainkan peran penting dalam membentuk lanskap ekonomi dan merupakan penggerak penting 

kehidupan masyarakat (Nurizzaman, 2020). Sementara sebagian besar kegiatan ekonomi bergantung 

pada mekanisme pasar bebas, penting untuk dicatat bahwa pemerintah memainkan peran penting dalam 

memastikan kelancaran fungsi mekanisme tersebut (Mangoting et al., 2019). Studi ini berpendapat 

bahwa pemerintah memerlukan pengumpulan pajak dari warganya untuk memastikan kelancaran fungsi 

dan dukungan efisien dari sistem pasar bebas. Penegasan ini didasarkan pada premis bahwa pemerintah 

memainkan peran penting dalam mengatur dan memelihara lingkungan pasar yang kompetitif yang 

mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (Bruno, 2019). Oleh karena itu, pemerintah 

membutuhkan sumber daya keuangan yang memadai untuk mendanai berbagai fungsinya, termasuk 

pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program kesejahteraan sosial (Ghimire, 2019). Oleh 

karena itu, pengumpulan pajak dari warga negara merupakan sarana penting untuk menghasilkan 

pendapatan yang diperlukan untuk mendukung fungsi-fungsi ini dan meningkatkan kemakmuran 

ekonomi. Penyelenggaraan pelayanan negara dimaksudkan untuk memajukan kesejahteraan umum dan 

kepentingan umum (Ezejiofor et al., 2015). Dengan demikian, masyarakat mendapat manfaat secara 

tidak langsung dari pajak yang terkumpul. Konsep yang dibahas terkait erat dengan strategi ekonomi 

yang dirancang untuk memfasilitasi pencapaian tingkat pendapatan yang lebih tinggi bagi individu 

melalui distribusi pendapatan. Kelayakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi bergantung pada 

investasi pemerintah di berbagai infrastruktur (Deng & Xie, 2021). Infrastruktur adalah istilah yang 

digunakan untuk menggambarkan struktur dan fasilitas fisik dan organisasi mendasar yang diperlukan 

untuk operasi masyarakat atau perusahaan. Contoh infrastruktur termasuk jalan, jembatan, pelabuhan, 

sistem air, jaringan listrik, dan konstruksi lain yang penting untuk berfungsinya masyarakat modern. 

Struktur ini sangat penting untuk memfasilitasi pergerakan orang, barang, dan jasa, dan untuk 

mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pentingnya infrastruktur tidak dapat diabaikan 

Infrastruktur ekonomi yang tidak memadai dapat menghambat pengembangan ekonomi secara mandiri. 

 

Hubungan antara infrastruktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi daerah telah diakui secara luas 

dalam literatur. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur ekonomi, 

seperti jaringan transportasi, sistem komunikasi, dan fasilitas energi, dapat memberikan kontribusi yang 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Secara khusus, penyediaan infrastruktur yang efisien 

dan andal dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan, menarik investasi dan bakat. 

Hubungan antara kemampuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dan perluasan 

ekonominya telah menjadi topik yang menarik di kalangan akademisi dan pembuat kebijakan (Bruno, 

2019; Kuhuparuw et al., 2022). Pandangan yang berlaku adalah bahwa kemampuan pemerintah untuk 

meningkatkan taraf hidup rakyatnya terkait erat dengan pertumbuhan ekonominya. Dengan kata lain, 

tanpa ekonomi yang berkembang, upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya 

mungkin akan terbatas (Beshi & Kaur, 2020). Peningkatan infrastruktur ekonomi oleh pemerintah 

merupakan aspek penting dari pembangunan ekonomi. Namun, keberhasilan upaya ini sangat 

bergantung pada kesadaran warga akan kewajiban perpajakannya. Kegagalan untuk mendidik 

masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dapat menghambat kemajuan pembangunan 

infrastruktur ekonomi. Alokasi dana dari berbagai sumber seperti tabungan masyarakat, tabungan 

pemerintah, dan penerimaan devisa yang berasal dari ekspor dan jasa merupakan hal yang sangat 
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penting (Ghimire, 2019). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa investasi semacam itu memiliki potensi 

untuk menghasilkan pengembalian yang signifikan dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi 

suatu negara secara keseluruhan. 

Humas Pemerintah memiliki peran strategis dalam membangun komunikasi yang efektif antara 

pemerintah dengan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, Humas Pemerintah Kota Batam berperan 

dalam menyampaikan informasi, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya 

membayar pajak, prosedur pembayaran pajak, serta manfaat dari pemenuhan kewajiban pajak tersebut. 

Dalam hal ini, penelitian bertujuan untuk mengkaji dampak dari upaya Humas Pemerintah dalam 

meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Batam dalam membayar pajak (Chatfield & Reddick, 2018; 

Ghimire, 2019; Shah et al., 2021). Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam peningkatan 

kesadaran masyarakat dalam membayar pajak di Kota Batam, seperti minimnya pemahaman 

masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah 

mengenai cara membayar pajak, serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana pajak 

oleh pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak konkret dari 

peran Humas Pemerintah Kota Batam dalam mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan kesadaran 

masyarakat dalam membayar pajak. 

 

2. Tinjauan Pustaka 
2.1 Peran Pemerintah 
Implementasi program merupakan aspek penting dari tata kelola, dan peran pemerintah dalam proses 

ini sangat penting (Furuholt & Wahid, 2008; Javed & Tučková, 2020; Kusumasari & Alam, 2012). 

Pemerintah memainkan peran penting dalam implementasi program dengan menetapkan kebijakan, 

mengalokasikan sumber daya, dan mengawasi keseluruhan proses implementasi (Lee, 2013). 

Keterlibatan pemerintah dalam pelaksanaan program sangat penting untuk memastikan bahwa program 

dilaksanakan secara efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Peran pemerintah dalam 

implementasi program bersifat multifaset, meliputi fasilitasi, regulasi, dan penegakan. Pemerintah 

berfungsi sebagai fasilitator untuk memastikan bahwa program dilaksanakan secara efisien dan efektif 

(Antoni, 2018; Sani et al., 2020). Ini juga bertindak sebagai pengatur untuk memastikan bahwa program 

mematuhi standar dan pedoman yang ditetapkan. Selain itu, pemerintah berfungsi sebagai penegak 

untuk memastikan bahwa program mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksudkan. Melalui berbagai 

peran tersebut, pemerintah memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan program dan 

pencapaian hasil yang diinginkan. 

 

Pemerintah berperan penting dalam perumusan kebijakan dan rancangan program yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat (Rambe & Febriani, 2020). Perumusan kebijakan oleh pemerintah 

merupakan mekanisme penting untuk memberikan arah dan kerangka kerja yang jelas bagi pelaksanaan 

program (Putri & Mutiarin, 2018; Reza Hariyadi, 2021). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kebijakan 

berfungsi sebagai seperangkat pedoman dan prinsip yang menguraikan tujuan, strategi, dan hasil yang 

diharapkan dari suatu program atau inisiatif tertentu. Dengan demikian, kebijakan memainkan peran 

penting dalam memastikan bahwa implementasi program selaras dengan keseluruhan tujuan dan 

prioritas pemerintah (Indah, 2020). Selain pelaksanaan program, pemerintah mengalokasikan sumber 

daya, termasuk keuangan dan sumber daya manusia, untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan 

inisiatif.  

 

Proses mengalokasikan anggaran, memobilisasi dana, dan memastikan ketersediaan sumber daya yang 

diperlukan seperti infrastruktur, peralatan, dan personel terlatih merupakan komponen penting dari 

manajemen proyek yang efektif. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa proyek selesai tepat 

waktu, sesuai anggaran, dan dengan standar kualitas yang diperlukan (Putri & Mutiarin, 2018). Dalam 

hal ini, manajer proyek harus hati-hati merencanakan dan melaksanakan alokasi sumber daya untuk 

memastikan bahwa semua persyaratan proyek terpenuhi. Ini mungkin melibatkan identifikasi sumber 

pendanaan, pengembangan anggaran, dan pembentukan proses pengadaan untuk memperoleh sumber 

daya yang diperlukan. Pada akhirnya, keberhasilan suatu proyek bergantung pada pengelolaan sumber 

daya yang efektif dan kemampuan untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya merupakan faktor 

penting dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program. Alokasi sumber daya yang tepat 
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sangat penting untuk mencapai tujuan program dan memastikan bahwa program dapat terus beroperasi 

secara efektif dari waktu ke waktu. Tanpa alokasi sumber daya yang memadai, program mungkin 

berjuang untuk mencapai tujuannya dan mungkin berisiko gagal. Karena itu, penting bagi pengelola 

program dan pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan dengan hati-hati.  

Pemerintah memainkan peran penting dalam mengatur pelaksanaan program dengan menetapkan 

standar, peraturan, dan pedoman. Fungsi pengaturan ini sangat penting untuk memastikan bahwa 

program dilaksanakan dengan cara yang konsisten dengan norma dan harapan yang telah ditetapkan 

(Suriyanti & Binangkit, 2019). Dengan menetapkan parameter tersebut, pemerintah mampu 

mempertahankan tingkat pengawasan yang mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam 

pelaksanaan program (Marsus, 2022; Rauf & Andriyani, 2023). Hal ini sangat penting di area di mana 

sumber daya publik digunakan, karena membantu melindungi dari penyalahgunaan atau 

penyalahgunaan sumber daya ini. Secara keseluruhan, peran peraturan pemerintah merupakan 

komponen penting dari pelaksanaan program yang efektif dan berfungsi untuk mempromosikan 

kepentingan publik (Cahyadi, 2016; Pomeranz & Stedman, 2020). Penetapan aturan dan prosedur 

sangat penting untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam proses implementasi. 

Langkah-langkah ini berfungsi sebagai kerangka kerja yang memandu proses implementasi, 

memastikan bahwa hal itu dilakukan dengan cara yang konsisten dengan prinsip akuntabilitas, 

transparansi, dan kewajaran (Salsabila & Purnomo, 2017). Dengan mematuhi aturan dan prosedur ini, 

para pemangku kepentingan dapat yakin bahwa proses implementasi dilakukan dengan cara yang etis 

dan efektif.  

 

Pemantauan kepatuhan terhadap peraturan oleh pemerintah dan pelaksanaan langkah-langkah korektif 

bila diperlukan merupakan aspek penting dari penegakan peraturan. Praktik ini memastikan bahwa 

individu dan organisasi mematuhi peraturan dan regulasi yang ditetapkan, sehingga mempromosikan 

keselamatan, keadilan, dan akuntabilitas di berbagai sektor (Andoko et al., 2021). Peran pengawasan 

pemerintah dalam kepatuhan terhadap peraturan sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan 

keyakinan masyarakat terhadap sistem peraturan. Melalui pemantauan dan penegakan yang efektif, 

pemerintah dapat mencegah ketidakpatuhan, mendeteksi pelanggaran, dan mengambil. Selain itu, 

diakui secara luas bahwa pemerintah berperan penting dalam memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi 

di antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan program (Ansell & Gash, 

2008). Upaya kolaboratif dari berbagai entitas, termasuk lembaga pemerintah, lembaga swadaya 

masyarakat, kelompok masyarakat, dan pelaku terkait lainnya, sangat penting dalam mencapai tujuan 

program (Ishak et al., 2020). Koordinasi kegiatan dan upaya antara individu dan kelompok merupakan 

faktor penting dalam mencapai keberhasilan organisasi. Koordinasi yang efektif telah terbukti 

memfasilitasi pembagian informasi, meningkatkan sinergi, dan meminimalkan duplikasi upaya (Foster-

Fishman et al., 2001). Manfaat ini sangat penting dalam lingkungan yang kompleks dan dinamis di 

mana banyak pemangku kepentingan terlibat. Dalam konteks ini, koordinasi dapat dipandang sebagai 

mekanisme kunci untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.  

 

Selain itu, pemerintah berperan sebagai regulator dengan mengawasi dan menilai pelaksanaan program 

(Brown & Treviño, 2014; Robinson, 2017). Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi kemajuan, dampak, 

dan hasil program untuk memastikan efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang dimaksud. Penilaian 

keberhasilan program merupakan aspek penting dari evaluasi program, yang melibatkan pengumpulan 

dan analisis data secara sistematis untuk menentukan sejauh mana program mencapai tujuannya. Proses 

evaluasi melibatkan penggunaan berbagai metode dan teknik untuk mengumpulkan informasi yang 

relevan, termasuk survei, wawancara, kelompok fokus, dan analisis statistik. Temuan evaluasi 

digunakan untuk menginformasikan perbaikan program dan proses pengambilan keputusan. Secara 

keseluruhan, evaluasi program merupakan alat penting untuk memastikan bahwa Menurut literatur yang 

ada, evaluasi program memainkan peran penting dalam memungkinkan pemerintah melakukan 

penyesuaian yang diperlukan, memberikan umpan balik, dan menerapkan tindakan korektif yang 

bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program (Prasetyo et al., 2020). Melalui penilaian hasil 

program yang sistematis dan objektif, evaluasi memberikan wawasan yang berharga tentang kekuatan 

dan kelemahan program, serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau 

kegagalannya. Dengan memanfaatkan wawasan ini, pemerintah dapat mengidentifikasi area untuk 
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perbaikan, menyempurnakan desain dan implementasi program, dan meningkatkan dampak 

keseluruhan dari program mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk 

memprioritaskan evaluasi program sebagai komponen kunci dari proses pembuatan kebijakan dan 

pelaksanaannya. 

Peran multifaset pemerintah dalam pelaksanaan program mencakup berbagai aspek seperti perumusan 

kebijakan, penyediaan sumber daya, regulasi, koordinasi, dan pemantauan. Aspek-aspek ini sangat 

penting dalam memastikan keberhasilan implementasi program. Tanggung jawab pemerintah dalam 

perumusan kebijakan melibatkan pengembangan kebijakan yang memandu pelaksanaan program 

(Bourgon et al., 2010; Mayne, 2017). Penyediaan sumber daya memerlukan alokasi sumber daya seperti 

dana, personel, dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan program. Regulasi melibatkan 

penetapan aturan dan standar yang mengatur implementasi program. Koordinasi melibatkan 

harmonisasi upaya di antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi 

program. Terakhir, pemantauan melibatkan penilaian berkala atas kemajuan program untuk memastikan 

tercapainya hasil yang diinginkan. Keberhasilan program dapat dipengaruhi secara signifikan oleh 

pemerintah yang proaktif dan suportif yang menyediakan lingkungan yang kondusif, memfasilitasi 

kolaborasi, dan memastikan pemanfaatan sumber daya secara efektif. Penegasan ini didukung oleh 

penelitian yang menyoroti pentingnya keterlibatan pemerintah dalam implementasi program. 

Lingkungan yang kondusif sangat penting untuk keberhasilan program karena menyediakan 

infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan untuk implementasi program. Memfasilitasi kolaborasi 

antara pemangku kepentingan juga penting karena mempromosikan berbagi pengetahuan dan 

meningkatkan efektivitas program. Akhirnya, pemanfaatan sumber daya yang efektif sangat penting 

karena memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan 

program. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk memainkan peran aktif dalam 

pelaksanaan program untuk memastikan keberhasilan mereka. 

 

 

2.2 Kesadaran Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan 
Pentingnya kesadaran publik dalam pelaksanaan program tidak dapat dilebih-lebihkan, karena memiliki 

dampak langsung pada keberhasilan inisiatif yang dilakukan oleh badan pemerintah atau entitas lainnya 

(Shepherd et al., 2014). Yang dimaksud dengan “kesadaran masyarakat” adalah pengertian, wawasan, 

dan pandangan yang dimiliki oleh individu atau kelompok terhadap suatu program atau hal tertentu 

(Jerath, 2021). Tingkat kesadaran dan informasi masyarakat mengenai maksud, tujuan, dan manfaat 

suatu program dapat berdampak besar pada proses pelaksanaannya. Tingkat kesadaran dan pemahaman 

tentang suatu program di antara individu telah ditemukan memiliki dampak yang signifikan terhadap 

keterlibatan dan kontribusi aktif mereka terhadap keberhasilannya (Paul et al., 2020). Tingkat 

keterlibatan dalam suatu program dapat sangat bervariasi, mulai dari adopsi individu terhadap perilaku 

yang diinginkan, seperti partisipasi dalam kampanye kesehatan atau kepatuhan terhadap peraturan 

lingkungan, hingga dukungan dan advokasi di tingkat komunitas. Fasilitasi perubahan perilaku 

merupakan aspek penting dari kesadaran publik (Salsabila et al., 2021; Wang, 2014). Pernyataan ini 

menyoroti pentingnya kesadaran publik dalam mempromosikan perubahan perilaku. Penyebaran 

informasi dan peningkatan kesadaran melalui program dapat mendidik masyarakat secara efektif 

tentang pentingnya perilaku atau praktik tertentu. Telah diakui secara luas bahwa masyarakat yang 

terinformasi dengan baik dapat memainkan peran penting dalam memantau implementasi suatu 

program dan meminta pertanggungjawaban otoritas terkait. Hal ini karena masyarakat yang 

terinformasi dapat bertindak sebagai pengawas, mengawasi kemajuan program dan memastikan bahwa 

program tersebut dilaksanakan dengan cara yang konsisten dengan tujuan yang dimaksudkan (Buchy 

& Hoverman, 2000; Lukensmeyer et al., 2011).  

 

Gagasan ini didukung oleh semakin banyak penelitian, yang telah menunjukkan bahwa program yang 

tunduk pada pengawasan publik lebih mungkin efektif dan efisien daripada yang tidak. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan upaya untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang memadai 

tentang program, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas 

dalam kebijakan publik. Pentingnya kesadaran publik dalam mengidentifikasi potensi tantangan dan 

hambatan selama pelaksanaan program telah diakui secara luas dalam literatur (Perlaviciute & 
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Squintani, 2020; Salsabila et al., 2021; Sinclair & Diduck, 2017; Society, 2013). Dengan meningkatkan 

kesadaran publik, para pemangku kepentingan lebih siap untuk mengidentifikasi potensi tantangan dan 

hambatan, yang kemudian dapat ditangani secara proaktif. Pendekatan ini terbukti efektif dalam 

meningkatkan hasil pelaksanaan program dan memastikan keberhasilan program (Halvorsen, 2001). 

Oleh karena itu, disarankan agar perencana dan pelaksana program memprioritaskan upaya penyadaran 

publik. Pemberian tujuan program kepada individu dapat memfasilitasi kemampuan mereka untuk 

memberikan umpan balik, menyarankan perbaikan, dan mengidentifikasi potensi masalah. Pelaksanaan 

umpan balik telah ditemukan sebagai alat yang berharga dalam memfasilitasi evaluasi dan adaptasi yang 

berkelanjutan, yang pada akhirnya menghasilkan pengembangan strategi implementasi yang lebih 

efektif. Oleh karena itu, sangat penting untuk memprioritaskan kesadaran publik dalam perencanaan 

dan pelaksanaan program untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutannya. Penyebaran informasi 

yang efektif dan keterlibatan aktif masyarakat merupakan komponen penting dalam mencapai tujuan 

program dan menghasilkan hasil positif yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan kekuatan kolektif 

masyarakat, program dapat secara efektif memobilisasi sumber daya dan mendorong perubahan yang 

berarti. 

 

3. Metodologi Penelitian 
Untuk memahami bagaimana peran humas pemerintah terhadap peningkatan kesadaran masyarakat 

dalam membayar pajak di Kota Batam, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Merujuk pada Sujarweni (2021), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami 

dan menggambarkan fenomena yang sedang diteliti secara mendalam, menggali makna, perspektif, dan 

pengalaman individu atau kelompok yang terlibat dalam fenomena tersebut. Pendekatan deskriptif 

digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan karakteristik, situasi, atau peristiwa yang terjadi. 

Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengumpulan data kualitatif, seperti wawancara mendalam 

dengan humas pemerintah, petugas pajak, dan masyarakat di Kota Batam. Wawancara akan membantu 

dalam mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran humas pemerintah dalam 

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Selain itu, teknik pengumpulan data 

lainnya seperti observasi partisipatif, dan studi dokumentasi juga digunakan untuk mendapatkan 

informasi yang relevan. Temuan dari penelitian ini akan diinterpretasikan dan dijelaskan secara 

mendalam dalam konteks teori-teori yang relevan. Penelitian ini akan memberikan gambaran yang 

komprehensif tentang peran humas pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam 

membayar pajak di Kota Batam. Temuan ini dapat memberikan wawasan dan rekomendasi bagi 

pemerintah dan humas pemerintah dalam mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk 

meningkatkan kesad 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

Studi ini memusatkan perhatian pada eksplorasi Humas Pemerintah sebagai fungsi manajemen yang 

terutama difokuskan pada penanaman dan kelangsungan hubungan antara organisasi dan pemangku 

kepentingan eksternalnya (Sani et al., 2020). Tujuan Humas Pemerintah adalah untuk membangun dan 

mempertahankan citra baik organisasi di mata publik (Alfaruqi et al., 2019). Melalui penerapan 

berbagai strategi komunikasi, Humas Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan reputasi organisasi, 

membangun kepercayaan, dan menumbuhkan itikad baik di antara para pemangku kepentingan. 

Pemanfaatan jajak pendapat publik berfungsi sebagai alat vital bagi manajemen dalam menanggapi 

sentimen publik secara efektif. Praktik ini juga berfungsi sebagai sistem peringatan dini, memungkinkan 

organisasi untuk mengantisipasi dan memperkirakan tren yang muncul. Menurut Denny Griswold, 

Humas dapat didefinisikan sebagai fungsi manajemen yang melibatkan penilaian sikap dan tanggapan 

publik, demonstrasi kebijakan dan prosedur yang sejalan dengan harapan publik dan bermanfaat bagi 

publik, serta pengembangan dan pelaksanaan strategi yang ditujukan. dalam mengamankan penerimaan 

publik (Ladista, 2023). Bidang hubungan masyarakat merupakan elemen penting dari manajemen 

informasi dan memainkan peran penting dalam membina komunikasi sosial yang efektif di antara 

berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan kelompok masyarakat yang 

beragam.  
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Pentingnya Humas Pemerintah dalam membina dan memperluas hubungan yang ada dan 

menumbuhkan asosiasi yang menguntungkan dengan entitas eksternal, khususnya masyarakat umum, 

tidak dapat dilebih-lebihkan (Hartini & Suwandewi, 2022). Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, 

perusahaan Humas Pemerintah menggunakan beragam strategi operasional (Ramadhani & Prihantoro, 

2020). Pendekatan awal melibatkan strategi berbasis komunitas yang memerlukan kerja sama dengan 

entitas sosial budaya sambil mempertimbangkan pandangan publik seperti yang digambarkan di media 

massa. Studi ini menyoroti pentingnya koordinasi dan integrasi sebagai strategi kunci untuk 

keberhasilan implementasi program Humas Pemerintah. Komite Koordinasi Kehumasan bertanggung 

jawab untuk mengawasi strategi ini. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memastikan bahwa 

semua kegiatan Humas Pemerintah selaras dan terintegrasi dengan tujuan dan sasaran organisasi secara 

keseluruhan. Strategi koordinasi dan integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program 

kehumasan dengan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan bekerja sama menuju tujuan 

bersama.  

 

Komite Koordinasi Kehumasan memainkan peran penting dalam memfasilitasi proses ini dengan 

memberikan arahan dan dukungan kepada semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam 

pelaksanaan program kehumasan. Secara keseluruhan, strategi koordinasi dan integrasi merupakan 

komponen penting dari setiap program Humas Pemerintah yang sukses, dan implementasinya harus 

diberikan. Studi ini mengusulkan pendekatan edukatif dan persuasif sebagai strategi ketiga untuk 

meningkatkan keterlibatan dan mencapai tujuan pembangunan. Pendekatan ini terutama bertujuan 

untuk mengubah sikap target pasar yang tidak menguntungkan, khususnya terhadap media massa. 

Dengan demikian, strategi tersebut bermaksud untuk membawa perubahan positif dalam perilaku 

khalayak sasaran dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam inisiatif pembangunan. Pendekatan 

edukatif dan persuasif diharapkan menjadi alat yang efektif dalam mempromosikan keterlibatan dan 

mencapai tujuan pembangunan. Strategi keempat memerlukan penerapan sistem informasi terpadu yang 

dirancang untuk meningkatkan kemanjuran juru bicara dan petugas. Sistem ini akan memberikan 

mereka aliran informasi yang ditargetkan secara konsisten sesuai dengan tujuan hubungan masyarakat. 

Dampak humas dalam membentuk citra pemerintah melalui tindakannya merupakan topik yang sangat 

menarik dalam penelitian ilmiah. Sebagaimana dicatat oleh Lubis (2012), Humas Pemerintah 

memainkan peran penting sebagai komunikator yang sangat berpengaruh bagi pemerintah dan juga 

pembayar pajak dalam upaya mempengaruhi persepsi publik secara positif. 

 

Strategi komunikasi yang efektif sangat penting untuk membentuk opini publik dan mempertahankan 

citra yang baik. Oleh karena itu, mempekerjakan petugas humas merupakan investasi penting bagi 

pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan mereka dikomunikasikan secara efektif 

kepada publik. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak 

bagi kemajuan masyarakat berpotensi mendongkrak reputasi pemerintah dan menjamin masuknya dana 

yang cukup untuk pelaksanaan inisiatif pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Menurut 

Sriniyati (2020), pajak dianggap sangat penting untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan dianggap 

sebagai kontribusi kepada negara. Penting untuk dicatat bahwa pajak tidak memberikan pengembalian 

kinerja langsung (Sriniyati, 2020). Peran strategis peningkatan pungutan pajak dapat berperan 

signifikan dalam meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah dalam rangka keuangan negara. 

Analisis aspek ekonomi departemen pajak dapat memberikan gambaran tentang potensi penerimaan 

negara. Pembiayaan berbagai infrastruktur di segala aspek kehidupan bernegara melalui pemungutan 

pajak merupakan fungsi utama pemerintah. Infrastruktur tersebut meliputi transportasi, air, listrik, 

pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, dan berbagai fasilitas lainnya. Tujuan utama 

infrastruktur tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional.  

 

Peningkatan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan penerimaan yang 

telah digariskan. Tanggung jawab untuk menentukan pendekatan yang optimal untuk mengelola sistem 

pajak ada pada pemerintah. Pernyataan ini berpendapat bahwa pemerintah harus memiliki kapasitas 

untuk mengubah kebijakan ekonominya, khususnya kebijakan fiskal, dengan tujuan mengoptimalkan 

pendapatan negara. Penyebaran informasi pajak saat ini atau sejarah kepada masyarakat umum adalah 

fungsi kunci dari hubungan masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerapkan beberapa 
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modifikasi selama bertahun-tahun yang bertujuan untuk merampingkan proses wajib pajak dan 

meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Namun, upaya tersebut belum cukup untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan. Isu 

penggelapan pajak dan kegiatan penipuan telah menjadi perhatian yang signifikan akhir-akhir ini. 

Sejumlah besar individu sengaja terlibat dalam praktek-praktek terlarang tersebut, yang menyebabkan 

akumulasi substansial dari pajak yang belum dibayar. Aspek yang disebutkan di atas sangat penting. 

Mengingat keadaan tersebut, signifikansi dan tujuan PR mengambil peran penting dalam mengawasi 

penyebaran informasi yang efektif kepada masyarakat umum mengenai keuntungan dan operasi 

perpajakan. Tujuan dari upaya ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya 

pembayaran pajak sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan negara dan mendorong kemajuan 

ekonomi. 

 

Pemanfaatan komunikasi sebagai sarana untuk mempengaruhi perubahan masyarakat adalah 

pendekatan yang tak terbantahkan. Tindakan komunikasi memiliki potensi untuk menjadi sarana 

menjembatani kesenjangan yang ada dalam masyarakat, antara organisasi dan khalayak sasaran masing-

masing, serta antara pemimpin organisasi dan karyawan mereka. Studi ini berpendapat bahwa tindakan 

yang berhubungan dengan komunikasi bukanlah suatu kebetulan. Untuk mencapai komunikasi 

berkualitas tinggi, sangat penting bahwa komunikasi direncanakan secara strategis, dikoordinasikan 

secara efektif, dan terus ditingkatkan. Pengembangan strategi komunikasi secara luas dianggap sebagai 

usaha kritis. Sebuah strategi komunikasi, juga disebut sebagai strategi komunikasi yang baik, dianggap 

efektif jika dapat melengkapi individu secara memadai dengan alat yang diperlukan untuk berinteraksi 

dengan mitra komunikasinya dengan cara yang memfasilitasi pencapaian tujuan komunikasi yang 

diinginkan. Studi ini mengkaji peran pejabat humas pemerintah sebagai mediator bagi lembaga dalam 

mengembangkan strategi yang efektif untuk mengatasi masalah publik. Secara khusus, penelitian ini 

berfokus pada masalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pembayaran pajak. 

Melalui analisis menyeluruh terhadap literatur dan studi kasus yang relevan, makalah ini berpendapat 

bahwa pejabat humas pemerintah dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan jalan yang 

benar dan memilih strategi yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Temuan penelitian ini memiliki 

implikasi penting bagi praktisi kehumasan, lembaga pemerintah, dan pembuat kebijakan yang ingin 

meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik tentang pembayaran pajak. Pembentukan kolaborasi 

yang kuat antara humas pemerintah dan masyarakat umum sangat penting untuk keberhasilan 

pelaksanaan pendekatan yang diusulkan. Namun, sama pentingnya untuk mengakui interaksi antara 

humas dan media arus utama. Penyebaran informasi dan peningkatan kesadaran publik di tingkat lokal 

dan nasional dapat dilakukan melalui berbagai saluran media. Saluran tersebut meliputi media cetak, 

seperti surat kabar, majalah, dan baliho, serta media elektronik, seperti televisi dan radio (Irmayani, 

2019). 

 

Media saat ini telah muncul sebagai salah satu cara yang paling efektif untuk menyebarkan informasi, 

memikat dan memikat audiens, membentuk sikap dan perspektif, mendorong perubahan perilaku, 

menginspirasi individu, dan menyediakan hiburan. Wacana ini bertujuan untuk menjelaskan strategi 

yang efektif yang telah diamati persuasif dan menawan. Strategi yang dipermasalahkan telah dicatat 

menarik dalam kemampuannya untuk melibatkan dan mempertahankan perhatian audiens yang dituju. 

Analisis berikut akan memberikan penjelasan rinci tentang strategi ini dan potensi implikasinya untuk 

berbagai bidang. Pernyataan tersebut mengemukakan bahwa meningkatkan kepatuhan pajak 

membutuhkan lebih dari tindakan yang ada saat ini. Non-pembayaran pajak oleh sejumlah besar 

individu dan kurangnya kesadaran mereka tentang kewajiban pajak mereka adalah masalah yang 

relevan. Studi ini menyoroti pentingnya kehati-hatian dari pihak pemerintah saat bekerja sama dengan 

humas pemerintah sebagai koordinator komunikasi publik terkait pajak. Studi ini menekankan 

pentingnya strategi komunikasi yang efektif di bidang perpajakan dan peran humas pemerintah dalam 

memfasilitasi komunikasi tersebut. Studi ini menggarisbawahi perlunya pemerintah berhati-hati dalam 

bermitra dengan humas pemerintah untuk memastikan efektivitas komunikasi publik terkait pajak. 

 

Pesatnya perkembangan teknologi dalam beberapa dekade terakhir telah memiliki banyak dampak pada 

berbagai industri. Industri media ditandai dengan pemanfaatan teknologi untuk tujuan pengiriman dan 
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pertukaran informasi. Era media saat ini ditentukan oleh teknologi, sebagaimana dibuktikan oleh 

pengaruhnya yang menyebar. Pemanfaatan media sosial dan digital sebagai sarana untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat dan menyebarluaskan pesan baru tentang wajib pajak merupakan strategi yang 

sangat manjur. Di zaman sekarang, telah terjadi pertumbuhan yang terus-menerus dan ekspansif dalam 

populasi pengguna media sosial. Solusi yang diusulkan bertujuan untuk membantu para profesional 

Humas Pemerintah dalam memanfaatkan situasi saat ini untuk keuntungan mereka. Adopsi yang meluas 

dari platform media sosial telah menciptakan potensi besar untuk menyebarkan informasi tentang 

kebijakan pemerintah dengan biaya rendah. Terlepas dari potensi ini, lembaga pemerintah belum 

sepenuhnya memanfaatkan media sosial, dan masih diperlukan strategi untuk memanfaatkan platform 

ini secara efektif. 

 

Dalam hal komunikasi, tidak diragukan lagi ini adalah salah satu metode untuk mempengaruhi 

perubahan masyarakat. Komunikasi dapat menjembatani kesenjangan dalam masyarakat, antara 

organisasi dan audiens target mereka, dan antara pemimpin organisasi dan karyawan mereka. Jadi, tentu 

saja, semua tindakan yang berhubungan dengan komunikasi bukanlah suatu kebetulan. Untuk menjadi 

komunikasi yang berkualitas, komunikasi harus direncanakan, dikoordinasikan, dan ditingkatkan. Salah 

satu tugas yang sangat penting adalah menciptakan strategi komunikasi, disebut juga dengan strategi 

komunikasi yang baik, jika strategi tersebut dapat secara tepat memberikan tempat atau posisi seseorang 

dalam berinteraksi dengan mitra komunikasinya guna mencapai tujuan komunikasi yang diinginkan. 

Sebagai contoh seorang pejabat humas pemerintah yang dapat bekerja sebagai mediator bagi suatu 

instansi agar dapat menyusun jalan yang benar dan memilih strategi yang tepat untuk mengatasi masalah 

yang dihadapi, dalam hal ini masalah kurangnya pemahaman dan pemahaman masyarakat umum. 

kesadaran untuk membayar wajib pajak. Tentu saja, meskipun penting bagi humas pemerintah untuk 

mengembangkan kerja sama yang solid dengan masyarakat umum untuk menerapkan pendekatan ini, 

penting juga untuk memperhatikan bagaimana hubungan humas terhubung dengan media arus utama. 

Media cetak, seperti surat kabar, majalah, dan baliho, serta media elektronik, seperti televisi dan radio, 

merupakan contoh media yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dan meningkatkan 

kesadaran publik dalam skala lokal dan nasional (Irmayani, 2019). . Media saat ini adalah salah satu 

metode yang paling efektif untuk menyampaikan informasi, menarik, memikat, mempengaruhi sikap 

dan pandangan, mengubah perilaku, menginspirasi, dan menghibur orang. Ini adalah contoh strategi 

yang meyakinkan (menarik). Namun, itu tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Banyak 

orang belum membayar pajak dan tidak menyadari keberadaan mereka. Akibatnya, pemerintah harus 

berhati-hati dalam bekerja sama dan bermitra dengan humas pemerintah sebagai koordinator 

komunikasi publik terkait pajak. 

 

Kemajuan pesat teknologi selama beberapa dekade terakhir telah memiliki banyak efek pada berbagai 

bisnis. Dalam industri media, teknologi mewakili transmisi dan pertukaran informasi. Teknologi, tanpa 

diragukan lagi, mendefinisikan era media baru. Menggunakan media sosial dan digital untuk 

mempromosikan kesadaran publik dan menyebarkan pesan baru tentang pembayar pajak adalah salah 

satu taktik yang paling efektif. Jumlah pengguna media sosial terus meningkat dan berkembang, 

terutama di zaman sekarang ini. Solusi ini harus membantu humas dalam memanfaatkan keadaan saat 

ini. Mengingat banyaknya pengguna media sosial, ada juga potensi yang signifikan untuk berbagi 

informasi tentang kebijakan pemerintah dengan biaya minimal; namun, penggunaan media sosial saat 

ini oleh instansi pemerintah masih terbatas, dan teknik untuk memanfaatkannya masih diperlukan. 

 

Media memiliki dampak yang signifikan terhadap kemanjuran operasi Humas Pemerintah, terutama 

ketika jumlah kampanye Humas Pemerintah dipertimbangkan. Masing-masing media memiliki 

kelebihan dan kekurangan, namun jika digunakan secara bersamaan akan saling melengkapi. Oleh 

karena itu, media berikut digunakan untuk membantu kinerja humas dalam meningkatkan pengetahuan 

masyarakat tentang pentingnya membayar pajak: 

1) Metode langsung/tatap muka dengan menggunakan media tradisional. 

2) Media massa menggunakan cara tidak langsung daripada komunikasi tatap muka. 

 

5. Kesimpulan 
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Humas menjalankan fungsi manajemen yang penting karena tidak hanya mengevaluasi sikap dan 

tanggapan masyarakat umum, tetapi juga berfungsi sebagai contoh dengan menyelaraskan kebijakan 

dan prosedur dengan kepentingan publik. Tujuan Humas adalah untuk meningkatkan penerimaan dan 

pemahaman publik dengan mengembangkan dan melakukan upaya-upaya strategis seperti kampanye 

dan penyuluhan dan berkomunikasi secara aktif dengan masyarakat melalui berbagai saluran 

komunikasi, termasuk media massa, media sosial, dan situs web resmi secara metodis dalam upaya 

menjangkau sebanyak mungkin orang. Salah satu faktor yang memengaruhi kesadaran membayar pajak 

adalah persepsi masyarakat tentang penggunaan dana pajak. Jika masyarakat merasakan manfaat yang 

nyata dari penggunaan dana pajak dalam pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan 

peningkatan kesejahteraan, maka tingkat kesadaran akan meningkat. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa tingkat kesadaran masyarakat mengalami peningkatan bersamaan dengan adanya upaya yang 

signifikan untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak di kalangan masyarakat. Meskipun begitu, 

masih ada sebagian masyarakat, terutama di sektor informal, yang belum sepenuhnya menyadari 

pentingnya kewajiban perpajakan. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai 

manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak atau kurangnya pengawasan yang efektif dalam sektor 

informal. 
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